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Abstrak
 

Skripsi ini membahas perbedaan pendapat tentang perbuatan hukum pengalihan saham yang menyatakannya

sebagai privatisasi atau bukan. Secara khusus skripsi ini menjelaskan apakah makna privatisasi, baik ditinjau

dari standar internasional, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, serta menjelaskan apakah perbuatan

hukum pengalihan saham kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) oleh PT Timah Tbk, PT Bukit

Asam Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk termasuk ke dalam pengertian privatisasi. Berdasarkan penelitian

yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan

peraturan perundang-undangan, penulis menyimpulkan bahwa, Pertama, Di Inggris privatisasi diartikan

sebagai pengalihan kepemilikan dan kontrol yang dimiliki negara kepemilikian swasta; Di Belanda

privatisasi diartikan sebagai suatu proses dimana aktivitas tertentu dialihkan seluruhnya atau dikurangi

keikusertaannya dari campur tangan pemerintah; Di Malaysia privatisasi diartikan sebagai pengalihan

kepemilikan aset atau saham dari pemerintah kepada perusahaan swasta, dan Di Indonesia, privatisasi

diartikan sebagai penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain, dalam

rangka memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Kedua, Apabila ditinjau dari pengertian privatisasi

menurut OECD, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, pengalihan saham kepada PT Inalum (Persero)

tidak termasuk pengertian privatisasi karena secara ruang lingkup dan pihak yang dituju tidak terpenuhi.

Namun di Indonesia pengertian privatisasi dapat menimbulkan penafsiran dapat dilakukan kepada pihak

swasta. Saran berdasarkan hasil penelitian ini ialah definisi privatisasi dalam UU BUMN perlu diperjelas

lagi berkaitan dengan pihak lain.

......

This thesis discusses differences of opinion about the legal actions of transferring shares which state it as

privatization or not. In particular, this thesis explains what the meaning of privatization is, both in terms of

international standards, the United Kingdom, the Netherlands, Malaysia and Indonesia, also explains

whether the law of transferring shares to PT Asahan Alumunium Indonesia (Persero) by PT Timah Tbk, PT

Bukit Asam Tbk, and PT Aneka Tambang Tbk is included in the definition of privatization. Based on

normative juridical research, using comparative approach, conceptual approach, and statutory approach, the

author conclude, First, In the UK privatization is defined as transfer of ownership and control by the state

(central or local government) to private owners; In the Netherlands, the term privatisation is generally used

to describe a process by which certain activities are either entirely taken out of, or less directly influenced

by, the public sector; In Malaysia privatization is defined as the transfer of ownership of assets or shares

from the government to private companies, and in Indonesia, privatization is defined as the sale of shares of

Persero, partly or wholly, to other parties, in order to shares ownership by the public. Second, if reviewed

from the notion of privatization according to the OECD, United Kingdom, the Netherlands, Malaysia and
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Indonesia, the transfer of shares to PT Inalum (Persero) does not include into the meaning of privatization.

But in Indonesia the notion of privatization can lead to interpretation can be made to the private sector. The

suggestions based on the results of this study is that the definition of a privatization in the BUMN Law need

to be clarified with regard to other parties.


